KABUPATEN SIJUNJUNG

REVISI
RENSTRA 2021 - 2026

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIJUNJUNG







KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas
Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Organisasi
Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sijunjung Periode 2021-2026 dapat tersusun, sesuai
dengan waktunya.

Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah ini disusun
untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai
sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung yang
memfokuskan pada optimalisasi kinerja dinas dalam melaksanakan program
Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam menuju good
governance. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih
berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan
dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya tranparansi
terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan untuk
menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran
yang akan dicapai selama Tahun 2021-2026, yang disertai dengan program
prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sijunjung. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten
Sijunjung Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan
dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka
pendanaannya selama Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini terdiri dari
Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan,

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan
i



disusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini dapat
digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi
permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab
dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.
Akhirnya semoga Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini
dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun

daerah yang lebih maju.

Muaro Sijunjung, Maret 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan Good Governance merupakan kewajiban bagi setiap
penyelenggara pemerintahan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Yang Mengamanatkan Adanya Penyempurnaan  Sistem = Perencanaan
Pembangunan Daerah Sebagai Satu Kesatuan Perencanaan Pembangunan
Nasional”.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya data dan
informasi yang lengkap serta memerlukan perlindungan berbagai aspek yang
sifatnya makro. Isi data dan informasi yang lengkap dan mutakhir perlu
dikaitkan dengan adanya pendekatan perencanaan. Pembangunan sesuai dengan
program visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan melibatkan semua
pihak yang berpengaruh (Stakehorlders). Sejalan dengan hal tersebut
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan upaya mengharmoniskan dan
menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan
daerah maupun pembangunan antar daerah. Undang-Undang dimaksud juga
menuntut adanya kewajiban konstitusi bagi penyelenggara pemerintah daerah
termasuk didalamnya Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun suatu dokumen
perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Renstra PD untuk periode
S5 (Lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memberikan arah,
masukan, dan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam mengemban tugas tersebut perlu dipersiapkan secara sistematis
agar pembangunan di Perangkat Daerah (PD) khususnya Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung mempunyai arah,
tujuan, dan hasil yang jelas, dengan berprinsip pada panyusunan suatu

dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel.

1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam melakukan penyusunan Renstra Kabupaten Sijunjung ini, maka
beberapa peraturan baik pusat maupun daerah akan dijadikan sebagai landasan

hukum, antara lain:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman
pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau
evaluasi rencana pembangunan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancanan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan



16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.3

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatra Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 tahun 2006
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; dan

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 MAKSUD

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode lima tahun kedepan memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2021-2026, yang harus

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2 TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai

berikut:

a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan
sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yang disertai
dengan program prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sijunjung dengan berpedoman pada RPJMD
2021-2026;



Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
dalam bentuk progra, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kerangka
pendanaannya selama tahun 2021-2026.

Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana periode Renstra yang lalu.

1.4 SITEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ini disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud
dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan

dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra PD ini.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah
dan wakil kepala daerah Terpilih, telaahan renstra K/L, telaahan
rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis,

penentuan isu-isu strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah PD

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta

pendaan indikatif.



BAB VII

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima
tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung 2021-2026.

PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja maka Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Sijunjung.

Untuk menjalankan tugas diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas
penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
pengendalian kauntitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian
kuantitas penduduk;

4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;

6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan
KB dan Kader KB;

7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan
obat kontrasepsi;

Pelaksanaan pelayanan KB;

Pelaksanaan pemberdayaan dan pengingkatan peranserta organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan
ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan (administrasi dinas termasuk
evaluasi dan pelaporan);

11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sijunjung terdiri dari:



KELOMPOK JABATAN

KEPALA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAAN

SUBAG KEUANGAN PERENCANAAN
DAN PELAPORAN

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK,
ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

SEKSI
ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN INFORMASI KELUARGA

BIDANG KELUARGA BERENCANA

SEKSI KESEHATAN REPRODUKSI

Plt. SEKSI PELAYANAN KB

BALAI PENYULUH KB

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

SEKSI PEMBERDAYAAN
KELUARGA SEJAHTERA

SEKSI BINA KETAHANAN
KELUARGA




Uraian tugas dari masing — masing struktur adalah sebagai berikut:
A. SEKRETARIAT :

Mempuyai tugas melaksanakan merencanakan kegiatan operasional,
memberikan layanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam
lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi
urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Untuk
melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai 2 Subbag terdiri dari :

1. Subbag Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protocol serta
urusan rumah tangga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.

2. Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan :
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadministrasian
keuangan, penyusunan perencanaan dan laporan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN :
Mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan teknis dibidang
Pengendalian Kuantitas Penduduk Advokasi dan Penggerakan. Bidang ini

mempunyai dua seksi yaitu :

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan :
Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan dan menyusun

pelaksanaan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan.

2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga :
Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan dan menghimpun
pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk dan

informasi keluarga.

C. BIDANG KELUARGA BERENCANA :

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam
menyelenggarakan program dan kegiatan Keluarga Berencana. Dalam
melaksanakan tugas bidang ini mempunyai 2 seksi yaitu :

1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana :

Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menyusun

pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana.



2.2

2. Seksi Kesehatan Reproduksi :
Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menyusun

pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan reproduksi.

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA :
Mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan teknis dalam
penyelengaraan program dan kegiatan keluarga sejahtera dan
pembangunan keluarga. Bidang ini mempunyai 2 seksi yaitu :
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera :
Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menyusun
pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga

Sejahtera.

2. Seksi Bina Kehatanan Keluarga :
Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menyusun

pelaksanaan program Bina Ketahanan Keluarga.

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk meningkatkan pelayanan pada organisasi terutama
pelayanan pada masyarakat sangat dibutuhkan sumberdaya manusia
yang berdayaguna dan berhasil guna baik untuk kepentingan organisasi
ataupun kepentingan masyarakat sedangkan sumber daya manusia yang
ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat

ini berjumlah 29 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Gol : 29 Orang
Golongan IV : S orang
Golongan III : 12 orang
Golongan II : 3 orang
Golongan I : - orang
Kontrak : 9 orang

2. Berdasarkan Pendidikan :

Sarjana ( S 2) : 5 Orang
Sarjana (S1) : 13 Orang
Sarjana Muda (D 3) : 3 Orang
Diploma Dua (D IT) : 1 Orang
Diploma Satu (D 1) : - Orang
SLTA : 7 Orang
SLTP : - Orang



SD : - Orang

Berdasarkan Jenis Kelamin :
Laki — Laki : 11 Orang

Perempuan : 18 Orang

2.2.2 FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PD.

Untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini tersedia Sarana dan

Prasarana sebagai berikut:

1.
2.

8.
9.

1 (Satu) Buah Gudang Obat;

8 (Delapan) Unit Balai Penyuluh Keluarga Berencana di 8
Kecamatan;

Kendaraan dinas roda empat sebanyak 6 Unit;

Kendaraan dinas roda dua 32 Unit (19 di kecamatan dan 13 di
kabupaten);

Komputer PC 26 Unit (16 di kecamatan dan 10 di kabupaten);
Laptop 17 Unit;

Alat Studio dan Komunikasi :

a. Infokus 10 buah (8 di kecamatan dan 2 di kabupaten);

b. Radio 1 buah;

c. Wireless 9 buah (8 di kecamatan dan 1 di kabupaten);

1 unit (Genset);

Kamera 1 Unit;

10. Perlengkapan Multimedia Mupen 18 Item.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Pelayanan pemerintah dibidang Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana saat ini belum berjalan secara optimal, dan masih banyak

terdapat hambatan-hambatan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana di lapangan.

Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan

program KKBPK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sijunjung berusaha memberikan pengayoman kepada masyarakat

dalam rangka pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan

KB, penguatan Advokasi dan KIE KB, pembinaan remaja, penguatan regulasi

kelembagaan serta data dan informasi dan pembangunan keluarga yang

nantinya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
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Kegiatan dilapangan masih banyak program dan kegiatan secara kualitas
belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan, hal ini desebabkan antara lain
adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat
kontrasepsi terutama MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan fasilitas
pendukung serta sarana untuk kegiatan edukasi dan KIE, disamping itu juga
disebabkan rendahnya SDM dan tingkat ekonomi keluarga.

Selain dari itu juga disebabkan karena keterbatasan Aparatur Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung
terutama Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dilapangan.

Capaian Kinerja Pelayanan, anggaran dan realisasi pendanaan OPD
berdasarkan Pelaksanaan Renstra Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera 2016-2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

11



TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN SIJUNJUNG
Indikator Kinerja
T R P kat D h

sesuai Tugas dan Target Target Ta'rget arget Renstra Perangkat Daera Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke -
NO . Indikator Tahun ke -

Fungsi Perangkat NSPK IKK .

Lainnya
Daerah
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 | Total Fertility Rate n/a n/a n/a nfa | 2,80 | 2,77 | 2,74 | 2,71 n/a 290 | 2,50 | 2,68 | 2,95 | n/a | 96,43 | 109,75 | 102,19 | 91,14

(TFR)
2 | Persentase n/a n/a n/a nfa | 72,12 | 72,15 | 72,18 | 72,21 | n/a | 70,56 | 72,56 | 69,09 | 72,46 | n/a | 97,84 | 100,6 | 95,72 | 100,35

Pasangan Usia

Subur (PUS) vyang

menjadi Peserta KB

Aktif
3 | Persetase Keluarga n/a n/a n/a nfa | 27,22 | 26,32 | 25,42 | 24,52 | 23,62 | 27,76 | 27,76 | 20,90 | 20,90 | n/a | 98,02 | 94,53 | 117,78 | 114,76

Pra Sejahtera dan

KS |1
4 | Meningkatnya n/a n/a n/a n/a B B BB BB n/a B B BB BB n/a 100 100 100 100

Akuntabilitas

Organisasi
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TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI
PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016-2020

- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - ) pertumbuhan
NO URAIAN n
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 A"gngara Rea:'sas
1 Pelayanan Administrasi 633.119.994 631.362.641 629.518.873 587.126.300 416.601.791 553.999.255 619.309.387 585.158.580 580.461.053 397.298.340 87,50 98,09 | 92,95 | 98,86 95,37 -27,27 -25,22
Perkantoran
1 Penunjang 460.585.794 466.627.441 464.783.673 418.834.300 250.259.791 399.055.636 455.674.418 423.927.746 412.699.470 233.724.440 86,64 97,65 91,21 98,54 93,39 -29,84 -27,76
Operasional
Administrasi
Perkantoran
2 Penunjang 172.534.200 164.735.200 164.735.200 168.292.000 166.342.000 154.943.619 163.634.969 161.230.834 167.761.583 163.573.900 89,80 99,33 97,87 99,68 98,34 -20,70 -18,86
Operasional Jasa
Perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan 174.439.000 196.155.000 184.850.000 170.350.000 112.312.186 169.927.441 194.790.328 178.395.549 167.647.621 102.296.867 97,41 99,30 | 96,51 | 98,41 91,08 -27,05 -27,76
Prasarana Aparatur
1 Peningkatan dan 174.439.000 196.155.000 184.850.000 170.350.000 112.312.186 169.927.441 194.790.328 178.395.549 167.647.621 102.296.867 97,41 99,30 | 96,51 98,41 91,08 -27,05 -27,76
Pemeliharaan
sarana dan
Prasarana Kantor
3 Peningkatan Kapasitas 7.500.000 15.000.000 14.034.761 47.000.000 70.513.000 2.820.750 14.919.000 14.010.400 42.963.771 70.481.000 37,61 99,46 | 99,83 | 91,41 99,95 55,70 132,37
Sumberdaya Aparatur
1 Peningkatan 7.500.000 15.000.000 14.034.761 47.000.000 70.513.000 2.820.750 14.919.000 14.010.400 42.963.771 70.481.000 37,61 99,46 | 99,83 91,41 99,95 55,70 132,37
Sumberdaya
Aparatur
5 Penyusunan Rencana 3.000.000 - - - - 2.815.100 - - - - 93,84 - - - - -100,00 -100,00
Strategis SKPD
1 Penyusunan 3.000.000 2.815.100 - - - - 93,84 - - - - -100,00 -100,00
Rencana Strategis
SKPD Tahun 2016-
2021
6 Program Keluarga 1.956.919.150 1.627.705.000 2.633.470.425 2.693.419.800 2.671.579.279 1.782.584.902 972.054.022 1.797.536.602 2.374.722.253 2.370.085.321 91,09 59,72 68,26 88,17 88,71 -10,71 -5,73
Berencana
1 Penyediaan 62.412.000 109.377.000 123.682.850 123.784.625 37.454.268 57.584.950 105.067.635 117.474.192 117.933.300 36.995.750 92,27 96,06 | 94,98 95,27 98,78 -16,27 -14,79
Pelayanan KB dan
Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
2 Peningkatan 10.425.000 25.100.000 19.679.500 17.750.000 20.000.000 10.425.000 23.851.400 18.450.409 17.445.300 19.237.400 100,00 95,03 93,75 98,28 96,19 4,41 2,19
Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
3 Pengadaan Sarana 1.847.528.400 1.284.800.000 1.799.990.000 1.833.450.000 2.018.967.000 1.682.568.702 684.100.500 1.307.589.407 1.549.925.828 1.805.473.010 - 53,25 72,64 84,54 89,43 -15,68 5,23
Mobilitas Tim KB
Keliling (DAK)
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4 | Jambore Institusi 36.553.750 32.006.250 87,56 - - - - -100,00 -100,00
Masyarakat
Pedesaan

5 | Pembentukan dan 208.428.000 650.672.500 654.872.725 548.096.000 159.034.487 317.123.718 641.739.800 464.381.600 - 76,30 | 48,74 | 97,99 84,73 19,30 18,53
Pembinaan
Kampung KB

6 | Pelayanan KB Medis 39.445.575 63.562.450 47.062.011 36.898.876 47.678.025 43.997.561 - - | 93,54 | 75,01 93,49 -12,96 -26,17
Operasi

Program Kesehatan 10.044.000 21.166.000 146.264.350 - - 9.188.550 17.636.800 143.102.022 - - 91,48 83,33 | 97,84 - - 200,59 234,44
Reproduksi Remaja

1 Advokasi dan 10.044.000 21.166.000 27.170.500 9.188.550 17.636.800 26.409.100 91,48 83,33 97,20 - - 13,03 13,89
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
tentang Program
Kesehatan
Reproduksi Remaja
(KRR)

2 | Fasilitas Forum 119.093.850 116.692.922 - - | 97,98 - - -100,00 -100,00
Pelayanan KRR bagi
Kelompok Remaja
dan Kelompok
Sebaya diluar

Sekolah
Program Pelayanan 49.690.000 78.736.000 - - - 47.266.050 61.072.653 - - - 95,12 717,57 - - - -20,77 -35,39
Kontrasepsi
1 | Pelayanan KB Medis 49.690.000 78.736.000 47.266.050 61.072.653 95,12 77,57 - - - -20,77 -35,39
Operasi
Pengembangan Pusat 30.672.750 45.300.000 - - - 29.977.200 43.010.872 - - - 97,73 94,95 - - - -26,16 -28,26

Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR

1 | Fasilitasi Forum 30.672.750 45.300.000 29.977.200 43.010.872 97,73 94,95 - - - -26,16 -28,26
Pelayanan KRR bagi
Kelompok Remaja
dan Kelompok
Sebaya di Luar

Sekolah
Penyiapan Tenaga 16.507.414 - - - - 30.848.800 - - - - 186,88 - - - - 0,00 0,00
Pendamping Kelompok
BKB
1 Pelatihan Tenaga 16.507.414 - - 30.848.800 186,88 - - - - 0,00 0,00
Pendamping

Kelompok Bina
Keluarga Balita di

Kecamatan
Program SDM Terdidik - 33.328.750 - - - - 33.328.750 - - - - | 100,00 - - - -100,00 -100,00
dan Terlatih
1 | Bimtek TOT SDM 33.328.750 33.328.750 - | 100,00 - - - -100,00 -100,00

Peningkatan
Ekonomi Keluarga
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Program Kerja Sama
dengan Mitra Keluarga

89.160.250

82.637.211

92,68

-100,00

-100,00

1

Pembinaan dan
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Produktif Keluarga

8.160.000

8.101.161

99,28

-100,00

-100,00

Penguatan dan
Pembinaan PKLK

30.200.250

29.630.250

98,11

-100,00

-100,00

Jambore Institusi
Masyarakat
Pedesaan

50.800.000

44.905.800

88,40

-100,00

-100,00
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Program Advokasi dan
Penggerakan

91.563.044

457.830.250

79.430.000

444.992.661

86,75

97,20

150,01

180,12

1

Penyuluhan,
Advokasi dan
Penggerakan di
Bidang
Pengendalian
Penduduk dan KB

21.335.700

405.581.250

19.253.550

394.031.520

90,24

97,15

850,48

923,27

Pelayanan Konseling
Keluarga Berencana

7.757.200

7.757.200

100,00

-100,00

-100,00

Pendataan Keluarga

49.150.144

37.670.000

43.059.300

36.504.322

87,61

96,91

-61,68

-57,61

Pembinaan
Monitoring Evaluasi
Pencatatan dan
Pelaporan

13.320.000

14.579.000

9.359.950

14.456.819

70,27

99,16

45,27

22,77
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Program Pembinaan

Kel

uarga

391.619.524

343.351.450

87,67

-100,00

-100,00

1

Pembinaan dan
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Produktif Keluarga

29.587.500

28.057.150

94,83

-100,00

-100,00

Penguatan dan
Pembinaan PKLK

222.584.774

177.076.090

79,55

-100,00

-100,00

Jambore Institusi
Masyarakat
Pedesaan

139.447.250

138.218.210

99,12

-100,00

-100,00
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Program Pembangunan

Kel

uarga

465.018.923

324.317.750

457.076.214

305.282.850

98,29

94,13

-30,26

-33,21

1

Pembinaan dan
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Produktif Keluarga

61.589.200

12.379.000

61.316.922

12.271.000

99,56

99,13

-79,90

-79,99

Penguatan dan
Pembinaan PKLK

254.405.700

234.729.500

247.848.076

215.802.600

97,42

91,94

-7,73

-12,93

Jambore Institusi
Masyarakat
Pedesaan

46.457.123

1.432.000

46.203.000

1.432.000

99,45

100,00

-96,92

-96,90

15




4 | Fasilitas Forum
Pelayanan KRR bagi
Kelompok Remaja
dan Kelompok
Sebaya diluar
Sekolah

102.566.900

75.777.250

101.708.216

75.777.250

99,16

100,00

-26,12

-25,50
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Program Pengendalian
Penduduk

664.395.553

586.564.000

539.965.442

558.223.419

81,27

95,17

-11,71

1 | Penyuluhan,
Advokasi dan
Penggerakan di
Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

408.616.800

492.989.000

294.111.506

470.645.498

71,98

95,47

20,65

2 | Pendataan Keluarga

180.888.753

8.243.500

178.337.779

7.915.500

98,59

96,02

-95,44

-95,56

3 | Pembinaan
Monitoring Evaluasi
Poencatatan dan
Pelaporan

16.651.000

14.738.850

88,52

-100,00

-100,00

4 | Advokasidan
Komunikasi
Informasi Edukasi
(KIE) tentang
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja

58.239.000

50.000.000

52.777.307

44.330.921

90,62

88,66

-14,15

-16,00

4 | Penguatan dan
PerluasanPendidika
n Kependudukan

2.567.000

2.567.000

100,00

4 | Pelaksanaan Rapat
Koordinasi
Pengendalian
Program
Kependudukan
Keluarga Berencana
dan Pembangunan
Keluarga

32.764.500

32.764.500

100,00

0,00

0,00

TOTAL

2.881.892.308

2.829.476.685

4.457.588.183

4.627.310.576

4.181.888.006

2.629.428.048

2.118.189.023

3.506.547.264

4.162.836.354

3.803.667.797

91,24

74,86

78,66

89,96

90,96

-10,02

-8,76
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sijunjung dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka
membangun Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksana dalam bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kerencana.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara
terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk
mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan
masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, tehnologi, politik dan
ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci
utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan
harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai
dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan
masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sijunjung memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam
menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial
dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan
partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam
rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang
baik (good governance).

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada
kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya
melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah
secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan
kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik
dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan
eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan
pelayanan adalah sebagai berikut :

e Kurang diminatinya KIE melalui media pemutaran Film;

e Tingkat kesertaan PUS untuk memakai alat kontrasepsi MKJP masih

rendah;
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Kurangnya Tenaga Penyuluh KB dilapangan sehingga program dan
kegiatan tidak tergarap dengan maksimal,

Kemandirian ekonomi bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum
tampak;

Ketersediaan Data Basis belum dimanfaatkan dengan maksimal

dalam menetapkan perencanaan/kebijakan program dan kegiatan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi pendorong adalah

sebagai berikut :

Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung
program Bangga Kencana;

Tingginya kesadaran dan partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
dan Kader terhadap program Bangga Kencana;

Tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan advokasi,
fasilitasi, koordinasi dan KIE program Bangga Kencana;

Banyaknya lembaga organisasi masyarakat sebagai mitra kerja yang
peduli terhadap program Bangga Kencana dalam rangka mencapai

keluarga berkualitas.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik
suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar,
berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan
mentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat
dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan
dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar
organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam
organiasasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun
tantangan dimasa yang akan datang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sijunjung merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten Sijunjung, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan
tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sijunjung dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat secara adat bahwa banyak anak, banyak
rejeki. Yang sebenarnya tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi
saat ini dimana biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
Selain itu, apabila suatu keluarga belum memiliki anak perempuan
sebagai penerus, keluarga tersebut akan berusaha terus untuk
mendapatkan anak yang diinginkannya. Angka kelahiran di
Kabupaten Sijunjung masih tinggi yaitu sebesar 2,95 (sumber data:
Survey Sosial Ekonomi Nasional 2019 oleh BPS) artinya setiap keluarga

rata-rata memiliki jumlah anak yaitu 3 orang;

2. Tingkat kesertaan ber KB PUS (Pasangan Usia Subur ) belum optimal,

masih banyak yang tidak memakai kontrasepsi terutama yang
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menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Peserta
KB Aktif yang MKJP di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sebesar
31.117 PUS (12,03%) dari jumlah PUS yang ada yaitu 42.946 PUS
(sumber data: laporan bulanan PLKB Tahun 2020). Jadi, masih ada
sekitar 5.166 PUS yang tidak memakai kontrasepsi;

. Kurangnya SDM kader dalam mengolah program KKBPK sehingga
mekanisme operasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini
disebabkan karena seringnya pergantian kader oleh wali nagari
sehingga banyak dari kader tersebut masih relatif baru menjadi
kader, sehingga mereka belum memiliki pengetahuan dan wawasan
yang cukup dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;

. Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang Program
KB belum optimal. Banyak kalangan beranggapan program KB
sebagai program konsumtif dan tidak begitu penting karena
dampaknya tidak terlihat langsung saat ini. Manfaat program KB
tidak semata-mata untuk saat ini saja, akan tetapi merupakan
investasi untuk masa yang akan datang. Karena melalui
pengendalian jumlah penduduk, kesehatan ibu dan anak akan lebih
terjaga, keluarga lebih harmonis, kebutuhan hidup keluarga lebih
tercukupi dan pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan
kesejahteraan keluarga;

. Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hal ini selain
disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-
laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan
kesehatan reproduksi;

. Penumbuhan dan pengembangan kelompok ekonomi produktif
melalui UPPKS sulit dilaksanakan karena sebagian besar kelompok
sudah bubar dan tidak aktif berusaha. Untuk penumbuhan dan
pengembangan kelompok produktif melalui UPPKS ternyata para
pelaksana UPPKS mengalami kesulitan dibidang modal dan biaya
untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga untuk memajukan
usaha mereka sangat sulit diupayakan, serta hasil yang telah
diciptakan dibidang usahanya tersebut juga mengalami kesulitan
dibidang pemasaran serta kurangnnya keahlian untuk melakukan
inofasi dan kreasi dibidang usaha-usaha mereka sehingga produk
yang dihasilkan kalah bersaing di pemasaran.

. Perlunya pemutahiran data dan informasi keluarga yang akurat setiap

tahun;
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8. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan
dengan luas wilayah, hal ini terbukti saat ini jumlah tenaga Penyuluh
KB hanya 17 Orang, harusnya jumlah mereka adalah 62 Orang,
dimana sesuai dengan ketentuan bahwa satu orang Penyuluh/PLKB
membina 1 desa/nagari, berarti masih ada kekurangan tenaga

Penyuluh KB sebanyak 45 Orang lagi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH.

Esensi dari pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah
bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, hal
tersebut telah diamanatkan dalam pasal 18 ayat(2) dan (5) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan
otonomi yang seluas-luasnya.

Peran Kepala Daerah sangat strategis melalui kewenangannya untuk
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna kepentingan
kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyatnya, Kepala Daerah mesti
visioner untuk membangun daerah dalam mengelola tata pemerintahan yang

baik menuju masyarakat madani yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

3.2.1 VISI.

Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah
Kabupaten Sijunjung harus mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang sehingga arah dan tujuan dari pembangunan itu dapat
terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya dan perlu ditetapkan
melalui suatu visi sehingga kedepan tujuan pembangunan oleh
pemerintah dapat terwujud, visi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026
akan mengacu pada visi yang telah tercantum pada Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung 2005
— 2025 yakni ; ”Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sijunjung yang
madani”. Bertolak dari visi Kabupaten Sijunjung pada RPJP 2005-2025
maka visi Kabupaten Sijunjung 2021-2026 adalah; ”“Kabupaten
Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju
Masyarakat yang Madani’. Yang dapat diartikan sebagai berikut :
Kabupaten : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Sijunjung

Sijunjung yang didukung dengan kelayakan tingkat
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Sejahtera

Kab.
Sijunjung

Unggul

Kab.
Sijunjung

Berbudaya

Masyarakat
Madani

3.2.2 MISI.

kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dan
perlindungan lingkungan  hidup serta tingkat
kesejahteraan sosial budaya masyarakat, ditandai
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, laju
pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita
masyarakat & nilai tukar petani serta menurunnya
tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka & indeks

ketimpangan pembangunan.

Terwujudnya kemampuan dan kekuatan sesuai dengan
potensi yang ada untuk mewujudkan keunggulan
komparatif dan kompetitif, sehingga Kab. Sijunjung
unggul secara kualitas pembangunan ditingkat regional
dan nasional yang ditandai meningkatnya posisi relatif

daerah terhadap rata-rata provinsi dan nasional.

Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan, sopan
dan  berbudi pekerti luhur, berakhlak dan
berkesopanan serta memiliki rasa toleransi sesuai
dengan falsafah adat minangkabau “adat basandi
syara’, syara’ basandi kitabullah” yang ditandai

berkurangnya konflik & sengketa antar adat/nagari .

Masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, serta yang

maju dan menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Untuk melaksanakan suatu visi pemerintah daerah perlu

ditetapkan dengan suatu misi yang sangat memungkinkan untuk

mencapai suatu program tahapan pembangunan oleh pemerintah, maka

perumusan misi yang dibuat untuk dipedomani untuk mewujudkan misi

tersebut sebagai berikut :

1. Kelembagaan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,

efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi;

2. Daya Saing Ekonomi : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata;

3. Kesejahteraan Sosial : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat

dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK);
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4. Pembangunan Berkelanjutan : Meningkatkan kualitas infrastruktur
dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam

berwawasan lingkungan.

3.2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Untuk fokusnya pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung
2021-2026 terhadap agenda dan prioritas dalam pembangunan daerah,
maka dirumuskan sebanyak 4 (empat) prioritas pembangunan Daerah
yang meliputi :

1. Mewujudkan birokrasi yang adaptif, efektif, efisien, akuntabel,
transparan, inovatif & berdaya saing;

2. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah serta
menurunkan angka kemiskinan & pengangguran;

3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia;

4. Meningkatkan kuantitas & kualitas infrastruktur wilayah  serta

prasarana dasar & pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten
Sijunjung tahun 2021- 2026, Agenda dan prioritas pembangunan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berhubungan
dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
yaitu Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif
berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabulah (ABS-SBK), adapun agenda tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Pengendalian Penduduk;

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

(KS).

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/

KOTA.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan
menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan
masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan.
Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk
proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan

untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar
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tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi
(peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para
pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan
daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada
umumnya.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Kabupaten
sebagai berikut :

e Faktor Penghambat :

- Terbatasnya dukungan dana dari kementrian/lembaga dan
daerah;

- Adanya aturan-aturan yang dikeluarkan kementrian dan lembaga
(Juknis) yang tidak mengakomodir kebutuhan didaerah;

- Kurang sinkron antara menu yang dibuat oleh pemerintah pusat
dengan kebutuhan di daerah.

e Faktor Pendorong :

- Adanya kepedulian Pemerintah Pusat.

- Adanya dukungan dana dari kementrian/lembaga.

- Adanya kerangka acuan kegiatan;

- Adanya aturan-aturan yang dikeluarkan kementrian dan lembaga

(Juknis) mengatur pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
PD ditinjau dari implikasi RTRW, sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

% Kurangnya ruang bermain, berolahraga bagi anak dan remaja;

% Terlalu luasnya wilayah Kabupaten Sijunjung dengan kondisi
geografis yang cukup sulit sehingga berpengaruh dalam pembagian
kerja khususnya Penyuluh KB;

% Kurangnya jumlah zona selamat sekolah.

Faktor Pendorong :

% Adanya pembagian tataruang yang jelas dari pemerintah daerah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.
Dalam mewujudkan program pembangunan nasional dan program

pembangunan daerah perlu disikapi dan ditindak lanjuti isu-isu pembangunan
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yang terjadi saat ini dan yang akan datang sehingga program pembangunan
tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya, adapun isu-isu yang
berkembang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sijunjung saat ini adalah sebagai berikut :
1. Bonus Demografi.
Pembangunan Indonesia dalam periode 2020-2024 ditujukan untuk
membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan
berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut,
kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan
produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak,
perempuan, dan pemuda.
Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang
diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility
rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR mengalami penurunan
dari 2,91 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun (SP 2010),
menjadi 2,48 (SDKI 2017). Namun dua tahun terakhir mengalami
peningkatan, yaitu 2,51 (SKAP 2018) dan 2,68 (SKAP 2019).
Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi
salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia
saat ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia
produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk
mendapatkan bonus demografi (demographic dividen) dengan salah
satu prasyarat yang harus terpenuhi, yaitu tersedianya SDM yang
berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus
dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan
menjaga agar TFR berada pada level tertentu sehingga bonus
demografi dapat menjadi suatu kondisi yang dapat dimanfaatkan

dalam lintas sektor pembangunan.

2. Satu Data Kependudukan.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, tata kelola data pemerintah ditujukan
untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendataan Keluarga (PK) yang

menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan
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dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP) dan Data
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga dapat terwujud
satu data yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk mendukung
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
nasional, serta untuk mendukung operasionalisasi Program Bangga

Kencana di lini lapangan.

. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi:

Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang
menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per
100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian
Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2017). Situasi
ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja
keras bersama (lintas sektor dan melibatkan pihak swasta dan
masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi
di Indonesia sebagaimana target yang ditetapkan dalam Sustainable
Development Goals (SDGs).

BKKBN sebagai K/L yang berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas
Nasional Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KN dan Kesehatan
Reproduksi perlu merumuskan strategi program/ kegiatan yang
spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab
tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu
banyak, terlalu dekat, dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak
diinginkan di usia muda akan sangat beresiko pada kematian atau
dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko
tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program
Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan
individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB
dan Kesehatan Reproduksi, layanan KB untuk merencanakan waktu

dan jarak kehamilan, serta jumlah anak yang ideal.
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4. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern.
Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence
Rate/mCPR) menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2
persen (SDKI 2017). Penurunan tertinggi bahkan terjadi pada segmen
usia 15 tahun hingga 29 tahun ynag merosot hingga 4 persen.
Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna
kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok wusia
produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan
pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses
terhadap informasi yang akurat dan kepercayaan terhadap alat
kontrasepsi, terutama alat kontrasepsi modern.
Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR,
diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi dan
perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan
Penyuluh Keluarga Berencana/ PKB dan pelayanan KB bergerak),
serta  peningkatan pemahaman  kesehatan reproduksi dan
pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar
pasangan usia muda/pasangan milineal, perlu peningkatan
kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi
Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga
dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat
ini.

5. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga.
Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui
oleh masyarakat khususnya pada remaja agar mereka memiliki
informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai
faktor yang ada di sekitarnya, sehingga diharapkan remaja memiliki
sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab.
Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat
memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya
penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi
yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka
kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga
masih relatif tinggi, meskipun penurunannya cukup signifikan dari

tahun ke tahun.
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Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan
calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan
kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan
dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan
pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan
cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan

pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

AN BEER KE T AHUN 2020

. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet
need) di Sumatera Barat dikategorikan masih tinggi.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, unmet need terus
mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi di antara tahun
2017 dan 2018. Pada tahun 2015, posisi unmet need sebesar 18,3
persen (Supas 2015), turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2016,
naik menjadi 17,50 persen pada tahun 2017 dan kembali turun
menjadi 12,4 persen pada tahun 2018 (Survei PPJMN/SKAP 2016-
2018). Dengan memperhatikan karakteristik social budaya, diketahui
bahwa unmet need lebih tinggi di daerah perkotaan (11 persen)
dibandingkan dengan daerah pedesaan (10 persen). 23 persen wanita
tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek
samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang
dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan

alasan tidak ingin ber-KB.

UNMET NEED TAHUN 2020 = 5.166 (12,03%)
PUS = 424.946

. Prevalensi stunting masih tinggi.

Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman
terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak
yang gagal tumbuh ini, bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik
saja, tetapi juga mengganggu perkembangan otaknya. Hal ini selain
mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, juga
mempengaruhi produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di
Indonesia, angka prevalensi stunting masih cenderung tinggi, yaitu

37,2 persen pada tahun 2013. Walau angka tersebut sudah
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mengalami penurunan menjadi 30,8 persen pada tahun 2018,
pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu
ini, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang
secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional,
sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan
berkompetensi di tingkat global.

Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya
edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja
sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu
memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan
stimulasi bagi janin, dengan memeriksakan kandungan minimal
empat kali selama kehamilan (program 1000 HPK) serta peningkatan
pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga

kesehatan lingkungan.

. Pernikahan Usia Anak.

Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia
dan telah menjadi perhatian internasional, mengingat risiko yang
timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual
pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan
perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan
berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi
penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat
kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda.
Meskipun angka pernikahan anak mengalami penurunan secara
bertahap dari 33 persen pada tahun 1985, 26 persen pada tahun
2010, dan 23 persen pada tahun 2016, namun prevalensinya masih
relatif konstan.

Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi
di perdesaan dengan angka 27,1 persen dibandingkan dengan di
perkotaan (17,1 persen). Permasalahan lain, perkawinan anak di
bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang
sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai
perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Perkawinan anak juga
kan berdampak besar pada generasi selanjutnya yang terjebak dalam
lingkaran kemiskinan sehingga mengakibatkan sulitnya akses
terhadap fasilitas penunjang keterampilan dan pendidikan, akses
terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap

lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan
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isu ini antara lain dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya
penundaan usia menikah melalui keluarga (orangtua), kelompok
kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui

sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

30



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka
selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka

menengah OPD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut:
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TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

TABEL 4.1

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021-2026

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KE -
2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Meningkatkan Meningkatnya kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 73,37 74,50 | 75,00 | 76,50 | 77,00 | 78,30
kinerja Organisasi yang akuntabel
Organisasi
yang akuntabel
2. | Meningkatkan 1. Meningkatnya . Total Fertility Rate (TFR) 2,22 2,22 2,22 | 2,22 | 2,15 | 2,15
Kualitas Implementasi Pemaduan
Pembangunan dan Sinkronisasi [ 2 Indeks Pembangunan Berwawasan | 53,69 53,75 | 53,85 | 54,00 | 54,50 | 55,00
Keluarga, Keb1Jakan. Pembangunan Kependudukan (IPBK)
K duduk Pengendalian Penduduk
ependudukan, -, Meningkatnya Akses Dan | 1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern 73,85 75,24 | 76,63 | 78,02 | 79,41 | 80,80
dan Keluarga . CPR
B Kualitas Penyelenggaraan (m )
erencana, - .
“B Keluarga Berencana Dan | 9 Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi 12,00 11,76 | 11,52 11,28 | 11,00 | 10,08
angga Kesehatan Reproduksi (Unmet Need)
Kencana"
. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode 20,31 20,50 |20,75|21,00 | 21,75 | 22,00
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
3. Meningkatnya Kualitas . Persentase Remaja, Ibu Hamil, dan Ibu Baduta 30,90 33,71 | 36,52 | 36,52 | 39,33 | 42,13

Keluarga

yang mendapatkan KIE Stunting
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BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian kondisi

penduduk tumbuh seimbang dan memacu kepada RPJMD Kabupaten

Sijunjung serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

Meningkatkan Advokasi kepada pemangku kepentingan
(stakeholder);

Menjamin Ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan;
Meningkatkan Komunikasi, informasi dan aplikasi (KIE) program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
(Bangga Kencana);

Meningkatkan kemitraan dalam program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana;
Menyerasikan kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);

Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga
Kencana);

Meningkatkan pemanfaatan sistem manajemen informasi (SIM)
berbasis teknologi informasi, dan komunikasi (TIK);

Perencanaan dan pengembangan SDM aparatur;

Penataan organisasi dan tata laksana;

Pengembangan budaya kerja cerdas, ulet, dan kemitraan (CUK);

Memastikan efisiensi anggaran.

5.2 KEBIJAKAN.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas,

diperlukan strategi dan kebijakan — kebijakan sebagai berikut :

1.

Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana.

Dalam meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana kedepan
kepada para petugas pelayanan, kader-kader di Kecamatan Nagari
ataupun Jorong perlu dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga
pelayanan Keluarga Berencana betul-betul berkualitas dapat

bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.
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2. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan kwalitas ketahanan keluarga dan
masyarakat perlu dilakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-
pelatihan serta sosialisi sehingga masyarakat akan lebih tahu
tentang peran fungsi keluarga, ketahanan keluarga dan
masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu
masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sesuai dengan

amanat Undang-undang Dasar 1945.

3. Meningkatkan akses terhadap informasi pelayanan kesehatan
reproduksi remaja.
Untuk menunjang terhadap pelayanan kesehatan reproduksi
remaja perlu dilakukan pembinaan-pembinaan melalui media
masa dan elektronik sehingga pelayanan kesehatan reproduksi
remaja dapat langsung dirasakan oleh remaja dan masyarakat

pada umumnya.

4. Mengintegrasikan Pelaksanaan Program Bangga Kencana.
Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan program
Bangga Kencana perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar
instansi sehingga pelayanan Program Bangga Kencana dapat

terlaksana dengan baik dan lancar.

5. Meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB.
Dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB perlu
dilakukan pembinaan-pembinaan dan sosialisi kepada masyarakat
akan penting dan perlunya kita ber KB sehingga masyarakat akan
lebih paham tentang manfaat ber KB dan dengan sendirinya
tingkat kesadaran/kemandirian masyarakat juga akan semakin

meningkat.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sijunjung dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah

sebagai berikut :
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TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Kabupaten Sijunjung Yang Sejahtera, Unggul Dan Berbudaya

VISI Menuju Masyarakat Madani

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien
MISI I . . ‘1 .

dan responsif berbasis reformasi birokrasi

TUJUAN (1) SASARAN (2) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Meningkatnya | 1 | Meningkatkan 1 | Peningkatan
birokrasi  yang | Akuntabilitas kualitas kualitas pelaporan
berkinerja & | Organisasi penerapan kinerja & evaluasi
akuntabel Sistem Nilai Akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja secara
Organisasi efektif
Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif
MISI III berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)

TUJUAN (1) SASARAN (2) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Meningkatnya | 1 | Meningkatkan | 1 | Pengimplementasi
Kualitas implementasi Pelaksanaan an kebijakan dan
Pembangunan pemaduan Program strategi
Keluarga, dan Bangga pengendalian
Kependudukan, sinkronisasi Kencana di penduduk
dan Keluarga kebiiak Sel h 5P t
Berencana ebijakan eluru enguatan
“Bangga Kencana" pembangu.nan Tlpgkatan Advokasi Qan KIE

pengendalian Wilayah terhadap isu
penduduk kependudukan
3 | Penguatan
advokasi dan KIE
terhadap
pengambil
kebijakan
Meningkatnya | 2 | Meningkatnya 1 | Penguatan
akses dan Kesertaan kapasitas faskes
kualitas Keluarga dalam dan
penyelenggara Keluarga jaringan/jejaring
an Keluarga Berencana Dan yang melayani
Berencana Kesehatan KBKR
dan Reproduksi 2 | Penguatan
Kesehatan kemitraan kualitas
Reproduksi pelayanan KBKR

Peningkatan KB
Pria

Penguatan
promosi dan
konseling
kesehatan
reproduksi
berdasarkan
siklus hidup,
pencegahan
kehamilan yang
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tidak diinginkan
(KTD) dan
peningkatan
pelayanan KB
Pasca Persalinan
(KB PP)

Peningkatan
kemandirian PUS
dalam ber-KB

Meningkatnya
Kualitas
Keluarga

Meningkatkan
Kualitas KIE
dalam rangka
Memperkuat
Ketahanan,
Kesejahteraan,
Dan  Karakter
Keluarga

Penguatan
pemahaman 8
fungsi keluarga

Optimalisasi pola
asuh dan
pendampingan
balita dan anak,
serta
pembentukan dan
penguatan
karakter sejak dini
melalui keluarga

Peningkatan pola
asuh dan
pendampingan
remaja,
peningkatan
kualitas dan
karakter remaja,
serta penyiapan
kehidupan
berkeluarga bagi
remaja

Peningkatan
kemandirian
ekonomi keluarga,
dengan sasaran
khusus keluarga-
keluarga akseptor
KB lestari,
keluarga peserta
MKJP khususnya
MOP dan MOW,
serta peserta KB
Mandiri di wilayah
Kampung KB

Peningkatan
ketahanan dan
kemandirian
keluarga rentan
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Peningkatan
kemitraan
pembangunan
keluarga

Peningkatan
Promosi
Pengasuhan 1000
Hari Pertama
Kehidupan (HPK)
dalam rangka
pencegahan
stunting

Penguatan Peran
PIK Remaja dan
BKR dalam
Edukasi Kespro
dan  Gizi Dbagi
Remaja Putri
sebagai Calon Ibu
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional perlu dibuat suatu
konsep atau rencana yang matang sehingga program atau kegiatan tersebut
dapat berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan
antara lain melalui program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga
arah dan tujuan dari pembangunan tersebut dapat terwujud dan terlaksana
dengan baik.

Dengan ditetapkannya program pembangunan nasional dan program
pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana serta biaya
sehingga untuk mewujudkan program pembangunan nasional dan program
pembangunan daerah tersebut harus dilakukan evaluasi dan revisi sesuai
dengan kebutuhan dan keadaan serta standar dari setiap program atau
kegiatan tersebut dilaksanakan.

Agar pelaksanaan program pembangunan nasional dan program
pembangunan daerah tersebut dapat terwujud dengan baik Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung telah
membuat program dan rencana serta biaya sesuai dengan kebutuhan dan
anggaran yang disediakan oleh Pemerintah daerah melalui OPD Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
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RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENGENDALIAN PENDU
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIJUNJUNG

TABEL 6.1

TWUAN

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

KODE

FROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
[OUTCOME) DAN KEGIAT AN
[OUTFUT)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA FENDANAAN

2021

2023

2024

2026

KONDISI KINERJA
AKHIR FEFIODE
RENSTRA

Target | Ep. (Juta)

Target | Ep. (Juta)

Target ‘ Rp. (Juta)

Target

Rp. [Juta)

Target | Rp. (Juta)

UNIT KERJA OFD
FENANGGUNG
JAWAB

LOKAST

k3

-1

10

11

12 ‘

13

16

17

18 15

DINAS PENGENDALIAN FENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

14

FENGENDALIAN PENDUDUK|
DAN EELUARGA BERENCANA

berkinerja &

14

01

FPROGRAM PENUNJANG|
URUSAN FEM ERINT AHAN
DAERAH

penunjang
pemerintahan daerah

3.073

3.494

3.581

3.931

4.044

DFF & KB

Kab. Syunjung

14

o1 | 2

o1

dan

i Kinerja
Daerah

dan
penganggaran

16

4z

63

75

DPP & EB

Kab_Sijunjung

o1 | 2

01

[

Dokumen
Perencanaan Perangkat Dasrah

Penyusunan

Jumlah Dokumen
Perangkat Dasrah

Perencanasn

n/a

Il
o

w
1
w

DFF & KB

Eab. Sjunjung

o1 | =

o1

Koordinasi  dan
Dolkumen RKA-SKFD

Penyusunan

Jumlah Dolkumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi

n/a

DFP & KB

Kab. Sjjunjung

o1 | =

o1

Koord: dan

Perubahan DPA-SKFD

Jumlah Dokumen
DPFA-SKFD  dan

Perubahan
Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perubahan DPA-SKFD

n/a

DFF & KB

Kab. Sjunjung

o1 | 2

01

Koordinasi dan  Penyusunan
Laporan Capsian Kinexja dan
Dentisar Realisasi Kinerja SKFD

Jumlah Laporan Capsisn Kinega
dan Ikhtissr Reslisasi Kinega
SKFD dan  Laporan  Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Pealisasi Kinegja SKPD

Dehtisar

nfa

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

o1 | 2

01

Evaluasi  Kinera  Perangkat|

Jumlah Laporan Evaluasi Kinega
Peranghkat Daerah

n/a

DFF & KB

Kab. Sjunjung

o1 | 2

0z

Dasrah

Perangkat Daersh

Tertib imi:

Kenangan Perangkat Daerah

2732

2905

3.005

3.060

DPP & EB

Kab_Sijunjung

o1 | =

[

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Orang yang Menerima

Gaji dan Tunjangan ASN

n/a

2.800

2900

20 2950

DFP & KB

Kab. Sjjunjung

o1 | =

Koord: dan

Laporan Keusngan Akhir Tahun
SKFD

Jumlah Laporan Keusngan Akhir
Tahun SKFD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKFD

n/a

DFF & KB

Kab. Sjunjung

o1 | =

Koordinasi dan  Penyusunan
Laporan
Bulanan /Triwulanan

Semesteran SKFD

Keuangan

Jumlah
Bulsnan /
Semesteran

Laporan  Keuangsn
Triwulanan /
SKFD dan

Koordinasi Penyusunan Laporan

Laporan

Keusngan Bulansn/Triwulanan /
Semesteran SKFD

n/a

DFP & KB

Kab. Sjjunjung

o1 2

Penyusunan
Analisis
Anggaran

Pelaporan  dan

Prognosis  Realisasi

Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis
Anggaran

Prognosis  Realisasi

nfa

DFF & KB

14

o1 | 2

03

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

Tertib

Barang Milik Daerah

10

10

10

10

DPP & EB

Kab_Sijunjung

o1 =2

Pekonsiliasi dsn Penyusunan
Leporan Barang Milikk Daersh

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Earang|

Milik Daersh pada SKFD

n/a

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

14

01 2

pada SKFD

Textib

Perangkat Daerah

Kepegawaian Milik Daerah

85

a5

85

a5

DPP & KB

Eab. Sijunjung

o1 | 2

[

Peningkatan
Prasarana Disiplin Pegawai

Sarana dan

Jumlah Unit Peningkstsn Sarans
dan Prasarana Disiplin Pegawai

n/a

DFF & KB

Kab. Sjunjung

[

01

©

Pengadasn Paksian Dinas Beserta)
Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Paksisn Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

n/a

DFF & KB

Eab. Sjunjung

o1 2

Pendidikan  dan
Pegawsi Berdasarkan
Fungsi

Pelatinan
Tugas dan

Jumlah Pegawai Berdasarken
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidilan dan Pelatihan

nfa

DFF & KB
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2 1401 ] 2 [ ©5 | 10 [Sosislisasi Peraturan Perundang-|Jumlah Orang yang Mengiluti nfa - - - - B & B B B B B B B B DFF & KE Hab. Sijunjung
Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
2 14 [o1 | 2 [ o8 | 11 |Bimbingan Telmis Implementasi|Jumlah Orang yang Mengilmti nfa - - B 35 B 1& s 35 s 35 B 35 B 38 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Peraturan Perundang-Undangan |Bimbingan Telmis Implementasi
Peraturan Perundang Undangan
2 |14 [01]| 2 [ 06 Administrasi Umum Perangkat Tertib Admini i 100 100 159 100 336 100 300 100 392 100 393 100 409 100 409 DFF & KB Kab. Sijunjung
Daerah Umum Perangkat Daerah
2 14 [ o1 | 2 [ o6 [ 01 |Penyedinan Komponen nstalasi|Jumlah Palket Komponen Instalasi nfa - - - - B 2 s s s s B B B s DFF & KB Kab. Sjjunjung
Listrile/Peneran gan Bangunan |Listril/Penerangan Bangunan
Hantor Kantor yang Disediakan
2 14 o1 2 o5 02 |Penyediaan Peralatan dan |[Jumlah Paket Peralatan dan n/a - - - - 5 -] 5 10 5 10 5 10 5 10 DPP & KB Kab. Sjjunjung
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Hantor yang
Disediakan
2 13 o1 2 Lo 03 |Penyediaan Peralatan Pumah [Jumlah Palket Peralatan Rumah nfa 12 11 12 13 1z 5 12 16 12 17 12 i8 1z 18 DFPP & KB Kab._ Sjjunjung
Tangea Tangga yang Disedialan
2 13 o1 2 Lo 04 |Penyediaan Bahan Logistik |Jumlah Paket Bahan Logistik n/fa 12 57 12 80 1z &0 12 100 12 100 12 100 1z 100 DFPP & KB Kab._ Sjjunjung
Hantor Kantor yang Disediakan
2 13 o1 2 Lo 05 |Penyediaan Barang Cetakan dan|Jumlah Paket Barang Cetakan n/fa 12 12 12 35 1z 20 12 as 12 a5 12 S0 1z S0 DFPP & KB Kab._ Sjjunjung
Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
2 14 o1 2 L) 05 |Penyediaan Bahan Bacaan dan|Jumlah Dolumen BEahan Bacaan n/fa - - 12 3 1z =5 1z Bl 12 Bl 12 B 1z Bl DFF & KB Kab. Sjjunjung
Peraturan Perundangundangan |dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disedialan
2 14 [ 01| 2 [ 06 | 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi nfa - - 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DFF & KE Hab. Sijunjung
Kunjungan Tamu
2 12 [ 01| 2 [ 06 [ 09 |Penyelenggaraan Fapat |Jumlsh Laporan Penyelenggaraan nfa 1 1 150 1 150 1 160 1 150 1 170 1 170 DFF & KE Hab. Sijunjung
Koordinasi dan Konsultasi SKPD |Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKFD
2 14 [ o1 | 2 [ 06 [ 10 |Penatausahaan Arsip Dinamis|Jumlah Dokumen nfa - - 4 45 4 10 - - - - - - - - DFF & KB Kab. Sjjunjung
pada SKFD Penatausahasn Arsip Dinamis
pada SKFD
2 |14 [01 | 2 [o0O7F Pengadaan Barang Tertib Admini i 100 100 14 100 62 100 153 100 a5 100 45 100 45 100 45 DFF & KB Kab. Sijunjung
Daerah  Penunjang Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah
2 12 o1 | 2 02 |Pengadasn Kendarasn Dinas|Jumlsh Unit Kendarssn Dinas nfa - - - - & 120 1 30 1 30 1 30 1 30 DFF & KE Hab. Sijunjung
Operasional atau Lapangan ©Operasionsal atau Lapangan yang
Disedialkan
2 14 [ 01 | 2 [ o [ 05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang nfa - - 1 60 2 23 4 15 4 15 4 15 4 1E DFF & KB Kab. Sjjunjung
Disedialkan
2 12 o1 | 2 11 |Pengadasn Sarana dan Prasarana|Jumlah  Unit  Sarana  dan nfa 1 14 1 2 2 10 - - - - - - - - DFF & KE Hab. Sijunjung
Pendulung Gedung Kantor atau|Prasarana Pendulung Gedung
Bangunan Lainnya HKantor atau Bangunan Lainnya
2 (14 [01| 2 [o8 Penyedi Jasa Pe i o i Jasa 100 100 a1 100 39 100 61 100 57 100 57 100 57 100 57 DPFF & KB Eab. Sijunjung
Urnsan Pemerintahan Daerah |Penunjang Urunsan
Pemeri Daerah
2 14 [ o1 2 08 [ 01 |Penyediman Jasa Surat Menyurat |Jumlah Laporan Penyedisan Jasa nja - - - - 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Surat Menyurat
2 14 [ 01| 2 [ o8 [ 02 |Penyedinan Jasa Homunikasi,|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa nfa 3 25 3 25 3 25 3 ES 3 25 3 25 3 25 DFF & KE Hab. Sijunjung
Sumber Daya Air dan Listrile Komunilsasi. Sumber Daya Air dan
Listrile yang Disedialkan
2 13 o1 2 os 03 (Penyediaan Jasa Peralatan dan|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa n/fa - - - - 1z 10 12 is 12 15 12 15 1z 15 DFP & KB Kab. Sjjunjung
Perlenghkapan Kantor Peralatan dan  Perlenglapan
Kantor yang Disedialkan
2 13 o1 2 os 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa n/fa 12 16 12 13 1z 23 12 is 12 15 12 15 1z 15 DFP & KB Kab. Sjjunjung
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
I ol
2 14 01 2 o Pemeliharaan Barang Milik Trsentase Barang Milik 100 100 111 100 295 100 298 100 374 100 374 100 394 100 394 DPP & KB Hab. Sijjunjung
Daerah Penunjang Urusan|Daerah yang berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
2 14 [ o1 | 2 [ 05 [ 02 |Penyedinan Jasa Pemeliharaan,|Jumlah Kendaraan Dinas nfa 38 104 38 150 EE) 150 38 260 38 260 38 EE) DFF & KB Kab. Sjjunjung
Bisya Pemeliharaan, Psjak, dan|Operasional atau Lapangan yang
Perizinan  Kendarasn  Dinas|Dipelihara dan dibayarken Pajalk
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
2 14 [ 01 | 2 | 0% [ 06 |Pemeliharaan Peralatan dan|Jumlah Peralatan dan Mesin nfa 7 ) S0 E) 50 ) DFF & KE Hab. Sijunjung
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
2 14 [ 01| 2 [ 02 [ 09 |Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlsh Gedung Hantor dan nfa - - - - 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 DFF & KE Hab. Sijunjung
Gedung Kantor den Bangunan|Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara /Dire habilitasi
2 14 [ o1 | 2 [ 0 | 10 |Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlsh Sarana dan Prasarana nfa - - 1 S 1 3 1 60 1 60 1 &5 1 55 DFF & KB Kab. Sjjunjung

Sarana dan Prassrana Gedung]
Hantor atau Bangunan Lainnya

Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Diirehabilitasi

Dipelihara/
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14

o0z

PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK

Kelahiran Total/Total
Fertility Rate (TFR)

222

29

222

222

222

DPP & KB

Hab. Sijunjung

Indeks Pembangunan
Berwawasan  Hependundukan
@APEE)

nja

53.60

53.75

640

53,85

54,00

54,50

55,00

55,00

DPFP & KB

Kab. Sijunjung

14

o0z

o1

Pemadunan dan i i; i

n dan

Eebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk

an
Pemerintah Daerah Provinsi
dengan Pemerintah Daerah
Eabupaten/Kota dalam

» lian

Penduduk

nja

29

100

DPP & KB

Hab. Sijunjung

01

01

Penyerasian Eebijakan
Daerah

terhadap

Pembangunan
Kabupaten /Kota
Kependudukan,

Berencana dan

Heluarga
Pembangunan
Keluarga [Program KKEFK]

Jumlah Dokumen Hasil
Pen, i Kehij: n
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Program Bangsa

HKencana

[Pembangunan

Keluarga, Kependudukan, dan

nja

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

01

Pen: dan Pem
Grand  Design
Kependudulsan

Kabupaten /Kota

Pembangunan
[GDFE) Tingksat

Jumlah Dokumen Penyusunan
den Pemanfastan Grand Design
Pembangunsn  Kependudulkan
(GDPEI Tinskat K n (Kota

nja

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

ta

ta

01

Dukungan
Survei/Pendataan
Pembangunan
Hependudukan

Pelaksansan
Indels
Berwawasan

Jumlsh Survei/Pendataan
Indeks Pembangunan
Berwawasan Eependudukan

nja

ta

DFF & KB

Hab. Sjunjung

o1

Pelalkcanaan Survei/Pendataan

Jumlah Survei/Pendataan Indelcc

Indeks Pengetahuan

tentang Kependudulkan

Pen 17 tentang
HKependudukan

nja

DFF & KE

Kab. Sjjunjung

5]

5]

o1

o5

Pengusatan Kerjasama
Pelaksanaan Pendidikan
HKependudukan Jalur Pendidilan
Formal

Jumlsh Dolumen Penguatan
Kerja Sama Pelaksanaan
Pendidikan Kependudulkan Jalur
Pendidilkan Formal

nja

5]

5]

5]

5]

5]

DFF & KE

Kab. Sjjunjung

o1

Penguatan Herjasama
Pelaksanaan Pendidilcan
Kependudultan Jalur Pendidiltan
Nomformal

Jumlah Dokumen Kerja Sama
Pelaksanaan Pendidilean
Kependudultan Jalur Pendidiltan
Non Formal

nja

DFF & KB

Kab. Sjunjung

o1

Penyedianan dan Pengembangan
Materi Pendidikan Kependudulan
Jalur Pendidikan Formal sesuai
Isu Lokal Kabupaten /Kota

Jumlsh Dokumen Penyedisan
den  Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudukan Jalur
Pendidikan Formal Sesusai Isu
Lolal Kabupaten /Kota

nja

DFF & KE

Hab. Sjjunjung

ta

ta

01

Penyediaan dan Pengembangan
Materi Pendidilkan Kependudulkan
Jalur  Pendidikan  Nonformal
sesuai Isu Lokal Kabupaten /Kota

Jumlsh Dokumen Penyediaan
dan  Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudulkan Jalur
Pendidilkan Non Formal Sesuai Isu
Lolksal Kabupaten /Kota

nja

ta

ta

ta

ta

ta

DFP & KB

Hab. Sjjunjung

01

Advolkasi, Sosialisasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Pendidilan
Kependudulan Jalur Formal di
Pendidikan  Jenjang|
SD/MI dan SLTE/MTS, Jalur
Nonformal dan Informal

Satuan

Jumlsh Satuan Pendidikan yang
Mendapatlan Advolcasi,
Sosiglisasi dan Fasilitasi
Pelaltsanaan Pendidilan
HKependudukan Jalur Formal di
Pendidikan  Jenjang
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non

Satuan

nja

35

35

35

35

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

01

Implementasi Pendidilcan
Kependudultan Jalur Pendidiltan
Formal dan Nonformal

Jumlsh Laporan Hasil
Pelaltsanaan Pendidilan
Kependudukan Jalur Pendidikan
Formal dan Non Formal

nja

DFF & KB

Hab. Sjunjung

o1

ntasi Pendidil

Eependudukan Jalur nformal di
Helompok Kegiatan Masyarakat

Jumlsh Dolkumen Hasil
Pendidikan Kependudukan Jalur
Informal i Helompok Kegiatan

nja

DFF & KE

Kab. Sjjunjung

01

Advokasi Tentang Pemanfaatan
Ksjian Dampak Kependudukan
Beserta Model Solusi Strategic
sebagai Peringatan Dini Dampal
Hependudukan kepada Pemnanghu
Kepentingan

Organisasi yang
Advolasi  tentang
Ksjian Dampalk

Beserta Model
Strategis Sebagai
Peringatan Dind Dampalk
Kependudulan kepada Pemangion

Jumlah
Mengiluti
Pemanfaatan
Kependudulan
Solusi

nja

DFF & KB

Kab. Sjjunjung
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2 14 [ o2 2 01 13 [Sosislisasi Tentang Pemanfaatan [Jumlah Organisasi Fang| nja - - - - 2 10 a 15 E] 15 ] 15 ] 15 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Ksjian Dampsk HKependudukan|Mengiluti Sosialisasi tentang
Beserta Model Solusi Strategis|Pemanfastan Kajian Dampalk
sebagai Peringatan Dini Dampsalk|Kependudulkan Beserta Model
HKependudukan Kepada |Solusi Strategis Sebagai
Pemsngku Kepentingan Peringatan Dini Dampalk
Kependudulan kepada Pemanglon
2 14 [ o2 | 2 [ o1 | 14 [Pelaksanaan Sarasehan Hasil|Jumlah Laporan Sarasehan Hasil nfa - - - - & 15 & 15 o 15 E) 15 E) 15 DFF & KE Hab. Sijunjung
Pemutalkhiran Data Keluarga Pemutalkhiran Data Keluarga
2 14 [ o2 | 2 [ o1 | 15 |Pelaksanaan Rapat Pengendalian [Jumlah Laporan Fapat nfa 2 12 E) 60 E) ) a 60 10 60 10 60 10 ) DFF & KB Kab. Sjjunjung
Program KKEFK Pengendalian Program Bangea
Hencana [Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencanal
2 |14 [02 | 2 |02 Pemetaan Perki Perki 92,23 92,23 179 93,00 649 94,00 630 95,00 670 96,00 670 97,00 670 97,00 670 DFF & KB Kab. Sijunjung
P liam P P diam Pendunduk
Cakupan Daerah |Cakupan Daerah
Habupaten/Kota
2 13 o2 2 o2 01 |Perumusan Parameter|Jumlah Laporan Parameter n/fa - - 3 30 3 45 3 45 3 45 3 45 3 45 DFPP & KB Kab._ Sjjunjung
HKependudukan HKependudukan yang Dirumuskan
2 14 [ o2 | 2 | o2 [ 02 [Penyedinan dan Pengolahan Data|Jumlah Dokumen Fenyediaan nfa - - 1 200 - - 1 a1 1 a1 1 a1 1 41 DFF & KE Hab. Sijunjung
Kependudulan dan Pengolahan Data
Kepen
2 13 o2 2 o2 03 |Penyusunan Profil |Jumlah Dokumen Profil n/fa 1 17 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 DFPP & KB Kab._ Sjjunjung
HKependudukan, Heluarga |Kependudulean., Heluarga
Berencana dan Pembangunan|Berencana dan Pembangunan
Keluarga Heluarga
2 14 [ o2 | 2 | 02 [ 04 [Pemetaan Kependudulkan Jumlsh Dokumen Pemetsan nfa - - - - 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 DFF & KE Hab. Sijunjung
Kependudulan
2 14 [0z | 2 [ o2 [ 05 |[Penyusunan Kajian Dampak|Jumlah Kajian Dampals nfa - - 1 80 1 28 1 285 1 28 1 28 1 28 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Kependudulean Kependudulean
2 14 [ 02 | 2 | 02 [ 06 |Pengembangan Model Solusi|Jumlah Dokumen Pengembangan nfa - - - - 1 26 1 ES) 1 ES 1 25 1 25 DFF & KE Hab. Sijunjung
Strategis Pengendalian Dampal|Model Salusi Strategis
Kependudulean Pengendalian Dampal
Kependudukan
2 14 o2 | 2 [ o2 [ o7 |Pen den  Perhitungan |[Jumlash  kerentsnan  dampalk nfa - - - - 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 DFF & KE Hab. Sijunjung
Indikator Kerentanan Dampak|kependudulkan
Hependudukan ([Early Warning]|
System/Peringatan Dini)
2 14 oz | 2 [ o2 [ 08 |Membentux Fumah Data | Jumlah Fumah Data nfa 26 24 26 45 26 45 26 45 26 45 26 45 26 45 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Kependudulkan di Kampung KB|Kependudulksn di Kampung KB
Untuk Memperluat Integrasifuntulk Memperlaaat Integrasi
Program KKEPK di Selktor Lain Program Bangea HKencana
[Pembean gunan Keluarga,
Kependudulksan, dan Keluarga
Berencanal di Sektor Lain yang
2 14 [ o2 2 02 [ 09 [Pembinasn dan Pengawasan|Jumlah Laporan Pembinasn dan nja - - - - 18 18 18 18 18 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Penyelenggaraan Sistem Informasi|Pen Penyelen
Heluarga Sistem Informasi Keluarga
2 14 [0z | 2 [ o2 | 10 [Pemanfaatan Data Hasil [Jumlah Data Hasil Pemutalkhiran nfa - - - E) 20 E) 20 ) 20 E) 20 E) 20 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Pemutalkhiran Data Keluarga Data Keluarga yang Dimanfaatlan
2 14 [ o2 | 2 [ o2 | 11 |Penyedinan Data dan Informasi|Jumlah Data dan Informasi - - - - 34 10 34 10 34 10 34 10 34 10 DFF & KE Hab. Sijunjung
Keluarga Keluarga yang Tersedianya
2 14 [ o2 | 2 [ o2 | 12 |Pencatatan dan Pengumpulan|Jumlah Laporan Pencatatan dan nfa 2 138 2 228 2 253 2 283 2 283 2 283 2 253 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Data Keluarga Pengumpulan Data Keluarga
2 14 [ o2 | 2 | 02 | 13 [Pengolahan dan Pelaporan Data|Jumlah Dokumen Pengolahan nfa - - - - 12 12 12 12 12 DFF & KE Hab. Sijunjung
Pengendalian  Lapangan  dan |dan Pelaporan Data Pengendalian
Pelayanan KB Lapangan dan Pelayanan KB
2 14 [ o2 | 2 [ 02 | 14 [Pembinasn dan Pengawasan|Jumlah Laporan Hasil nfa - - 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 DFF & KE Hab. Sjunjung
Pencatatan dan Pelaporan |Pelaksanaan  Pembinasn  dan
Program KKEFK Pengawasan
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN |Angka Prevelensi Kontrasepsi 72,46 73,85 1692 75,249 340 76,63 335 78,02 352 7941 352 80,80 361 80,80 361 DPP & KB Hab. Sijjunjung
EELUARGA BERENCANA (KB} |Modern (mCPR)
Persentase kebutuhan KB yang 12,03 12,00 1228 11,76 200 11,52 337 11,28 401 11,00 411 10,08 211 10,08 411
tidak terpenuhi (Unmet Need)
Persentase Peserta KB Aktif 2031 2031 511 20,50 145 20,75 140 21,00 157 21,75 187 22 .00 187 22 .00 157

®a) Metode  Eontrasepsi
Jangka Panjang (MEJP)
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2 14 03 2 o1 Pela i, | Jumlah Masyrakat yang nfa 5.900 922 6.000 219 6.200 179 6.300 213 6.500 218 6.700 218 6.700 218 DPP & EB Kab. Sijunjung
Komunikasi, Informasi dan|mendapatkan KIE Program
i (EIE) i Bangga
Penduduak dan EB sesuai
Kearifan Budaya Lokal
2 12 [ o3 | 2 ©1 | 01 |Advokssi Prosram KEEPE kepads |Jumlah Organisasi yang| n/a - - - - E) ) E) ) E) ) E) o E) ) DFF & EE ab. Sjjunjuns
Stalkeholders dan Mitra Kerja Mendapatian Advokasi Program
Bangge Kencana (Pembangunan
Kelusrsa, Hependudukan, dan
Keluarga Berencanal kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja
2 14 o3 2 o1 02 |Komunilcasi, Informasi dan |Jumlah Dolumen Komunilcasi, n/fa - - - - 3 10 3 16 3 16 3 16 3 16 DFF & KE Kab. Sjjunjung
Edulkasi (KIE} Program KKEPK|Informasi dan Edulwasi (KIE)
sesuai Kearifan Budaya Lokal Program Bangea HKencana
[Pemban gunan Heluarss,
Kependudulsn, dan  Keluargs
Berencanal Sesusi  Kearifan
Budaya Lolksl
2 14 o3 2 o1 03 |Penyediaan dan Distribusi Sarana|Jumlah Unit Sarana Penyediaan n/fa 3 153 3 L 3 (-] 2 k=] 2 k=] 2 o 2 o DFF & KB Kab. Sjjunjung
KIE Program KKBPK dan Pendistribusian KIE Program
Bangza Kencana [Pembangunan
Keluarga, Kependuduksn, dan
Heluarsa Berencana)
2 14 o3 2 o1 04 |Promosi dan KIE Program KKEFK|Jumlah Dolkumen Promosi dan n/fa - - 1 28 1 15 1 20 1 20 1 20 1 20 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Melalui Media Massa Cetak dan|KIE FProgram Bangea Kencana
Hektronikk serta Media Lusr|[Pembangunan Heluarss,
Fuang Kependudulsn, dan  Keluargs
Berencana| Melalui Media Massa
Cetal dan Hekironilk serta Media
2 12 [ o3 | 2 01 | 05 |Penssunssn Media Masea Cetak |Media cetak, slektonik dan media n/a - - - - 1 10 1 15 1 20 1 20 1 20 DFF & EE ab. Sjjunjuns
Helktronik dan Media Lainnys|lsinnnya yang digunaksn sesusi
sesuai Kearifan Budaya Lokal|kearifan lokal dslam pencitraan
Dalam Pencitrasn Program KEEFE |program KEEFK
2 14 o3 2 o1 06 |Pelalkksanaan Melanisme |Jumlah Laporan Mekanisme n/fa - - - - 8 24 a 24 8 24 8 24 8 24 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Operasional Program  KKBPK|Operasional FProgram  Bangea
melalui Fapat Koordinasi [Kencana [Pembangunan
Kecamatan (Rakorcam), Rapat|Keluarga, Kependudukan, dan
Koordinasi Desa [Rakordes|, dan|Keluarga Berencanal Melalai
Mini Lolakarya (Minilol) Rapat Koordinasi Kecamatan
[Rakorcam), Rapat Koordinasi
Desa (Rakordes), dan  Mini
2 14 o3 2 o1 07 |Pengelolaan Operasional dan|Jumlah Laporan Hasil n/fa 8 =2l 8 i85 8 85 a 85 8 85 8 as 8 85 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Sarana di Balai Penyuluhan|Pengelolasn Operasional dan
KKEFK Sarana di BEalai Penyuluhan
Bangea Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependuduksn, dan
Heluarsa Berencana)
2 14 o3 2 o1 08 |Pengendalian Program KKEFPK Jumlah Laporan Hasil n/fa - - - - 12 20 12 35 12 35 12 35 12 35 DFF & KB Kab. Sjjunjung
Pengendalian Program KKBPK
2 |14 [03 | 2 [0z Pendayagunaan Tenaga i inerj nja 80 306 82 80 86 158 88 188 20 193 95 193 95 193 DPP & KB Kab. Sijjunjung
Penyuluh KB /Petugas|PEB /[PLEB
Lapangan KB (PEB/PLEE)
2 12 [ o3 | 2 02 | 01 |Pembinasn IMF dsn  Program |Jumlsh Organisasi yang| n/a - - - - 20 50 20 55 80 55 80 55 20 55 DFF & EE ab. Sjjunjuns
KKEFK di Lini Lapsngsn oleh |Mengiluti Pembinaan IMP dan
FEB/FLEB Program Bangea HKencana
[Pemban gunan Heluarss,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana di Lini Lapangan oleh
PKE/FLEE
2 12 [os | 2 oz [ 02 [Penyedisan Sarana Pendukung|Jumlah Sarana  Pendukung| n/a - - - - ) 40 8 20 3 20 ) 20 ) 40 DFF & KB Kab_ Sjjunjung
Operasional PKE/FLEE Operasional PEE/PLEE  yang|
Tersedia
2 12 [os | 2 oz [ 03 [Penguatan Pelaksanaan |Jumlah Laporan Hasil Penguatan n/a - - - - 6 18 & 23 & 28 6 28 6 S DFF & KB Kab_ Sjjunjung
Penyuluhan, Penggeraksn, |Pelakeanasn Penyuluhan,
Pelayanan dsn  Pengembangan |[Penggerakan, Pelaysnan  dan
Program KKBPE untuk Petugas|Pengembangan Program Bangea
Heluarsa  Berencana/Penyuluh |Kencana [Pembangunan
Lapangan Keluarsa Berencensa|Kelusrsa, Kependudukan, dan
[PEE/PLEB| Keluarga  Berencana) untuk
Petusgas Kelusrsa
Berencana/Penyuluh  Lapansan
Heluares Berencansa [PHE/PLEE]
2 12 [ o3 | 2 02 | 02 |Pengserslkan  Kader Institusi|Jumlsh HKader yang Mengikuti n/a 200 =05 a0 20 30 50 a0 20 a0 30 DFF & EE ab. Sjjunjuns

Masyarakat Pedesaan (IMF)

Penggerakan  Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan [IMP)
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14

03

03

Pengendalian dan
Pendistribusian Eebutuhan Alat
Eontrasepsi serta
Pelaksanasan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Eota

Persentase Hetersediaan dan
Distrxibusi Alat dan Obat
Eontrasepsi di Faskes

100

100,00

1692

100,00

340

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

DFP & EB

Kab. Sijunjung

2

2

01

Pengendalian Pendistribusian
Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB
ke Fasilitas Kesehatan Termasul
Jaringan dan Jejaringnya

Jumlsh Laporan
Pendistribusian Alat dan
Hontrasepsi dan
Penunjang Pelayanan
Fasilitas Hesehatan

Pengendalian
Obat
Sarana
KB ke
Termasuk

nja

DFF & KE

Hab. Sijunjung

Peningkatan Kompetensi
Pengelola dan Petugas Logistik
Alat dan Obat Kontrasepsi serta
Sarana Penunjang Pelayanan KB

Jumlah Akseptor yang Mengilauti
Peningkatan Hompetensi
Pengelola dan Petugas Logistilk
Alat dan Obat Kontrasepsi serta
Sarana Penunjang Pelayanan KB

nja

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

5]

5]

Peningkatan Kesertaan
Penggunasn Metode Hontrasepsi
Jangka Panjang (MKJF)

Jumleh Orang yang Mengilmti
Hesertaan
Kontrasepsi
[MECTF)

Penggunaan Metode
Jangka Panjang|

nja

1178

1178

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

Penyediaan Dultungan Ayoman
Homplikasi Berat dan HKegagalan
Penggunaan MEJP

Jumlsh  Laporan  Dulungan
Ayoman Homgplikasi Berat dan
Kegagalan Penggunaan MKJP

nja

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

o5

Penyusunan Rencana Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi
[Alokon] dan Sarana Penunjang]
Pelayanan KB

Jumlsh Dokumen Penyusunan
Rencana Kebutuhan Alat dan
Obat Hontrasepsi (Alokon| dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB

nja

DFF & KE

Hab. Sijunjung

Penyediaan
Pelayanan KB

Sarsna Penunjang]

Jumlsh Unit Sarana Penunjang
Pelayanan KB

nja

DFF & KE

Hab. Sijunjung

Pembinaan Pasca Pelayanan bagi
Peserta KB

Jumlsh Orang yang Mengiluti
Pembinaan Pasca Pelaysnan bagi
Peserta KE

nja

DFF & KE

Hab. Sijunjung

Pembinasn Pelayanan Keluarga
HKesehatan
Reprodulksi di Fasilitas Kesehatan
termasulk

Eerencansa dan

Jaringan dan
Jejaringnya

Jumilsh Laporan Hasil Pembinaan
Pelayanan Helusrga Berencana
dsn  HKesehatan Reproduksi di
Fasilitas Hesehatan Termasulk
Jaringan dan Jejaringnya

nja

DFF & KB

Kab_ Sjjunjung

Promosi dan Konseling Kesehatan
Reprodulesi, serta  Halc-Fak
Feproduksi di Fasilitas Kesehatan
dan Kelompok Kegiatan

Jumlsh Orang yang Mendapstlan
Promosi dan Konseling Kesehatan
Feprodulsi, serta  HalcHalk
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
dan Kelompok Kegiatan

nja

DFF & KE

Hab. Sijunjung

Peningksatan HKompetensi Tensaga
Pelayanan Helusrga Berencana
dan K hatan

Jumlah Tenags Pelayanan yang
Mengiluti Peninghkatan
P

=i Tenaga Pelayanan
Heluarga Berencana dan

Kesehatan Reprodulsi

nja

DFP & KB

HKab_ Sjjunjung

Dukungan Operasional
Pelayanan KB Bergerak

Jumlah
Operasional
Bergeralk

Laporan  Dukungan
Pelayanan KB

nja

DFF & KE

Hab. Sijunjung

Promosi dan Konseling KB Pasca
Persslinan dan Pasca Keguguran

Jumlah Orang yang Mengiluti
Promosi dan Konseling KB Pasca
Persslinan dan Pasca Keguguran

nja

DFP & KB

HKab_ Sjjunjung

Peninglatan Hesertaan KE Pria

Jumlsh Akseptor yang Mendapat
Peningkatan Kesetaraan KB Pria

nja

6

8

o

o

DFF & KE

Hab. Sijunjung

14

03

03

Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta ‘Organisasi
Eemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Hota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Eesertaan Bex-EB

Persentase Tingkat Partisipasi
Ormas dalam Pelaksanaan dan
Pembinaan Kesertaan ber-KB

nja

100,00

100,00

145

100,00

140

100,00

100,00

100,00

100,00

DPP & EB

Kab. Sijjunjung

01

Pengusatan Peran serta Organisasi
Kemasyaralkatan dan Mitra Kexa
Lainnya  dalam  Pelaksansan
Pelayanan  dan  Pembinsan
Hesertaan Ber-HE

Jumlah Organisasi yang
Mendapatkan Penguatan Peran
Serta Organisasi Kemasyaralkatan
dan Mitra Kerja Lainnya dalam
Pelaksanaan  Pelayanan  dan
Pembinaan Kesertasn Ber KB

nja

45

DFF & KE

Hab. Sijunjung

Integrasi Pembangunan
Sektor di Kampung KB

Lintas

Jumlsh Dolumen Hasil Integrasi
Pembangunan Lintas Selktor di
Kampung KB

nja

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

5]

5]

Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program KKEPK di Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang|

Mengiluti  Pelaksanasn = dan
Pengelolasn  Program  Bangsa
Kencana [Pembangunan
Keluarga, Kependuduksn, dan

Keluarga Berencana) di Kampung

nja

DFP & KB

Kab_ Sijunjung
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5]

5]

Pembinasn Terpadu Kampung KB

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Terpadu Kampung KB

DFF & KB

Kab_ Sjjunjung

14

04

PROGRAM PEM BEERDAYAAN
DAN PENINGHATAN HELUARGA
SEJAHTERA [KS)

Persentase Remaja, Ibu Hamil,
Ibu Baduta yang mendapathkan
KEIE Stunting

28,00

30,90

1.205

33.71

36.52

648

36,52

39,33

4213

T42

42,13

Ta42

DFP & EB

Kab._ Sijunjung

14

04

o1

Pela unan

Helunarga melaluni Pembinaan
Hetahanan dan Hesejahteraan
Helunarga

Kelompok Kegiatan
yang mendapatkan KIE

28

1.150

31

34

37

39

42

42

555

DFF & KB

Kab. Sijunjung

o1

o1

Pembentukan HKelompok
Ketahsnan dan Kesejahtersan
Keluarga (Bina Keluarga Balita
[BKE|, Bina Keluarga Remaja
(BKF), Pusat mnformasi dan
Konseling Femsja (FIK-F] Bina
Keluarga Lansia (BKL], Unit
Peninglkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera [UFFKS] dan

Pemberdavaan Ekonomi Keluares)

Jumlah Kelompok Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarsa (Bina
Keluarga Balita (BKE|, Bina
Keluarga Remsja (BKR), Pusat
Informasi dsn Konseling Remaja
[FIK-F) Bina Keluarga Lansia
[BEL], Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
[UFFKS| dan  Pemberdsayaan
Ekonomi Kelusaresl wvane Dibentil

45

45

45

45

DFF & KB

Hab. Sijunjung

5]

5]

o1

Pengadasn Sarana Kelompol
Hegiatan Hetshansan dan
Kesejahteraan Keluarga (BEB,
EKR., BKL, FFPKS, FIK-R dan
Pemberdayaan

Keluarga/ UFFKS)

Ekonomi

Jumlah Unit Sarana HKelompol
Kegiatan Hetahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BEB,
BKR., EKL, FFPKS, FIK-RE dan

Keluarga /UFFKS)

DFF & KB

Kab_ Sjjunjung

o1

Orientasi dan Pelatihan Telmis
Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKE,
BKR, BKL, PPPKES, FIK-R dan
Pemberdayaan

Keluarga/UFFKS)

Elonomi

Jumlah Laporan Hasil Orientasi
dan Pelatihan Teknis Pengelola
Ketshanan dan Kesejahteraan
Keluarga [BKB, BKR, BKL,
FFPKS, FIK-R dan
Pemberdayaan

Keluarga/UFPKS)

81

81

81

81

81

81

DFF & KB

Hab. Sijunjung

o1

Orientasi/Pelatihan Telmis
Pelalk: ‘Kader Ketah dan

Jumlah Kader yang Mengiluti
Orientasi/Pelatihan Telmis

HKesejahteraan Keluarga (BEE,
BKR, BKL, FFFKS, FIK-R dan
Pemberdayaan

Keluarga/ UFFKS)

Elkonomi

Pelalsana /Kader Ketahanan dan
Kesejahterasn Keluarga (BKE,
BKR., BKL, PPPKES., PIK-E dan
Pemberdayaan
Keluarga /UPPKS

Ekonomi

35

35

35

35

DFF & KB

Kab. Sijunjung

o1

o5

Penyedinan Biaya Operasional
bagi Pengslola dan Pelakssana
(Kader] Ketahanan dan
Kesejahterasn Keluarga (BKE,
BKR., BKL, PPPKS. FPIK-R dan
Pemberdayaan

Keluarga/UPPKS)

Elonomi

Jumlah Kader Pengelola dan
Pelaksana [Kader] Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BEKE,
BKR, BKL, FFFKS, FIK-R dan
Pemberdayaan

Keluarga /UFFKS)

Ekonomi

nja

DFF & KB

Hab_ Sijunjung

5]

5]

o1

Penyedinan Biaya Operasional
bag Helompok Hegiatan
Ketahanan dan Kesejahtersan
Keluarga [EKE, BKR, BKL, PFPKS,
FIK-F dan Pemberdayasn Ekonomi
Keluarga/ UFFKS)

Jumlah  Kelompolk  Kegiatan
Ketshansn dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BEL, PPPKS,
PIE-F dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga /UPPKS)

35

38

35

35

38

38

DFF & KB

Kab_ Sjunjung

o1

Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Hegiatan HKetahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKE,
BKR, BKL, PPPKS, FIK-R dan
Pemberdayaan

Keluarga/UFFKS)

Elconomi

Jumlah Laporan Hasil Promosi
dan Sosialisasi
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarsa (BKE,
EKE, EKL, FFFES, FI-E dan
Pemberdayaan

Keluarga/UFPKS)

Helompolk

Ekonomi

B

65

65

65

65

65

65

DFF & KB

Hab. Sijunjung

o1

Promosi den Sosialisasi Kelompok
Hegintan Ketshanan dan
Hesejahteraan Heluarga (Menjadi
Orang Tus Hebat,
Berencana, Kelanjutusiaan serta

Generasi

Pengelolasn Keuangan Keluarga)

Jumlah Laporan Hasil Promosi
dan Sosialisasi
Hegiatan
Kesejahteraan Keluarsa (Menjadi
Orang Tus Hebat,
Berencana, Kelanjutusisan serta
Pengelol

Helompolk
Ketahanan dan

Generasi

Keuangan

DFF & KB

Kab. Sijunjung

o1

Penyerasian  Hebjjaksn dalam
Pelaksanaan Program  yang]
Mendulkung Tercapainya IPK

Jumlah
Penyerasian

Pelaksanaan
Mendukung Tercapainys iBangsa

Dokumen Hasil
Hebjjaksn dalam
Program yang

[ndelks Pemnbangunan Kehiargs)

DFF & KB

Hab. Sijunjung

o1

Penyediaan dan Fengembsangan
Materi IPE

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediasn dan Pengembangan
Materi iBangen ndelks
Pembangunsn Keluargs)

DFF & KB

Hab. Sijunjung
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o1

Advokasi dan Promosi IFK

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Adwvokazi dan Promosi iBangea
[ndeks Pembangunan Keluares|

nfa

LFF & KB

Eab. Sjjunjung

(5]

(5]

01

Sosialisasi IFK

Jumlsh Orang yang Menglmti
Sosialisasi iBangga [mdeks
Pembangunan Keluarga|

nfa

DFF & KB

Eab. Sjjunjung

01

Pelaksanasn Koordinasi Evaluasi
Pencapaian [FEK

Jumlsh Laporan Hasil Koordinasi
Evaluasi iBangea
[ndeks Pembangunan Keluarga)

Pencapaian

n/fa

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

01

Penumbuhan dan Peninglkatan
Kezadaran Keluarss dalam
Heterlibatan Perencanaan
Kehidupan

Eerlrualitas

Menuju  Keluarga

Jumlah Keluarga yang Mengiloati
Penumbuhan dan Peninglatan
Kesadaran Heluargs dalam
Keterlibatan Perencansan
Kehidupan
Berluslitas

Menuju  Keluarsa

nfa

DFF & KB

Eab. Sjjunjung

14

04

02

Pelaksanaan dan Peningkatan
Peran Serta Organisasi
Hemasyarakatan Tingkat
Daerah KEabupaten/ Kota dalam
Pembangnnan Eelnarga Melalni
Pembinaan Eetahanan dan
Eesejahteraan Keluarga

F Or
Masyarakat yang berperan
serta dalam Hegiatan
Pembinaan Eetahanan dan
Eesejahteraan Keluarga

nfa

30,00

9

32,00

120

34,00

140

36,00

175

38,00

180

187

40,00

187

DFF & EB

Hab. Sijunjung

02

01

Penguatan HKebijakan Daerah
dalam Rangka Pemberdayasn dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan dan
Mitra Kerja Lainnya dalam
Pembinaan Hetahanan dan
Hesejahteraan Heluarga (BEE,
EKR, BKL, FFPKS, FIK-E dan
Pemberdayaan

Keluarga /UFPES)

Ezonomi

Jumlah Organisasi yang
Mengiluti Penguatan Kebijakan
Daersh dalam rangka
Pemberdayaan dan Peninglkatan
Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Herja
Lainnya dalam Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (EKE, EKR. EKL, FFPKS,
PIE-F dan Pemberdaysan Ekonomi
Keluarea (UPFES)

nfa

DFF & KB

Eab. Sjjunjung

02

Pendayagunasn Mitra Kerja dan
Organisasi HKemasyarakatan
dalam Penggeralkan Operasional
Pembinasn Program HKetshanan
dan Keszejahteraan  Keluarsa
[BKE, EKE., EKL, FFFKS, FIK-R dan
Pemberdayaan

Keluarga /UFPKES)|

Ekonomi

Jumlsh Laporan Pendayagunsaan
Mitra Kerja dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam
Pen d ional

Pembinaan Program Ketshanan
dan Kesejahteraan  Keluarga
[EKE, EKE, EKL, FFFKS, FIE-E dan
Pemberdayaan

Keluarga /UFFES)|

Ezonomi

nfa

DFF & KB

Kab. Sjjunjung

02

Pelaksanaan Peninglkatan
Kapasitaz Mitra dan Organisaszi
Kemaszyarakatan dalam
Pengelolaan Program Ketahanan
dan Kesejahteraan  Keluarga
[BKE, BKR, BKL, PFPKS, PIK-F dan
Pemberdayaan

Keluarga /UFFES)|

Elonomi

Jumlah Organisasi Fang
Mengikmti Peningkatan Kapasitas
Mitra dan Oreanisas
Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program HKetahanan
dan Kesejahterasn  Keluarsa
[EKE, EKE. EKL, FFPKS, FIK-F dan
Pemberdayaan

Keluarga /UFFES)

Ekonomi

nfa

LFF & KB

Eab. Sjjunjung

02

Promosi dan Sosialisasi Program
Ketahanan dan HKesejahtersan
Keluargs bagl Mitra Kerja

Jumlsh Laporan Hasil Promosi
dan Sosialisasi
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga bagi Mitra Kerja

Program

nfa

55

DFF & KB

Kab. Sjjunjung
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam perumusan Indikator Kinerja dari OPD harus mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung tahap I (2021-2026) yang
sejalan dengan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
sekaligus menjadi visi misi Kabupaten Sijunjung periode 2021 — 2026.

Adapun Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD sebagai berikut :

TABEL 7.1
INDIKATOR PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026

K(.)ndl.SI Kondisi
Kinerja .
pada . . Kinerja
awal Target Capaian Setiap Tahun pada
NO Indikator . akhir
periode periode
RPJMD RPJMD
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun (2026)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indeks
1 Pembangunan 55,73 55,75 55,80 55,85 55,90 60,00 60,00
Keluarga (IPK)
Total Fertility
2 Rate (TFR) 2,95 2,22 2,22 2,22 2,22 2,15 2,15
Persentase
3 Eemakalan. 73,85 | 7524 | 76,63 | 78,02 | 79,41 | 80,80 | 80,80
ontrasepsi
Modern (mCPR)
Persentase
kebutuhan KB
4 | yang tidak 12,00 11,76 11,52 11,28 11,00 10,08 10,08
terpenuhi
(Unmet Need)
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sijunjung disusun sesuai dengan amanat Undang -
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
selama tahun 2021-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD
serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung dan disahkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sijunjung. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam
penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Selain
itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai
pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan
tugas—tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi,
maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung sangatlah diperlukan karena
akan menentukan keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
telah disusun sehingga diharapakan seluruh aparatur dapat melaksanakannya
dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan
memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus
solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kabupaten Sijunjung,
meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika

perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis
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membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap
perubahan yang terjadi.

Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan
(fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta
sesuai dengan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ini
menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Untuk
itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan

mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Muaro Sijunjung, Maret 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

/RONI SATRIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP, 19771024 199703 1 002
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	Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, diperlukan strategi dan  kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

